Sekretariat Daerah
JIn. Jend. Ahmad Yani No. 1 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Sekretariat Daerah

Pelayanan Informasi Hukum
No. SK :

Per syar atan

1. 1 (satu) lembar suratpermohonan informasi hukum kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

. Penerima/pengguna layanan menyampaikan surat permohonan informasi hukum kepada Sekretaris
Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan/atau
penerima/pengguna layanan hadir langsung menyampaikan secara lisan terkait permohonan

informasi hukum di Bagian Hukum
2. Kepala Bagian Hukum menerima surat permohonan informasi hukum

3. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dan/atau Staf Bagian Hukum

untuk memberikan layanan informasi hukum

4. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dan/atau Staf Bagian Hukum memberikan informasi hukum

kepada penerima/pengguna layanan

1 Hari kerja

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

. Pelayanan Informasi Hukum

Pengaduan Layanan

I Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 04:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8255361/pemerintah-kab-kepulauan-selayar/pelayanan-informasi-hukum
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Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Sekretariat Daerah

Menyampaikan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menyampaikan melalui Surat Elektronik pada Alamat e-mail : bagianhukumsetda@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 04:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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